
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan kebijakan 
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, 
peningkatan harga harga suku cadang, perubahan kondisi 
geografis, serta perubahan faktor muatan, perlu penyesuaian 
tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi di Daerah; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 
Sulawesi tenggara Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan 
Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas 
Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga 
perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, pcrlu rnenetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2014 tentang 
Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi 
Lintas Antar Kabupalen/Kota Dalam Wilayah Provinsi 
Sulawesi Tenggara; 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

~UBERNUR SULAVr/ESi TENGGARA 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 90 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESJ TENGGARA 

NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARJF ANGKUTAN LAUT 

PENUMPANG KELAS EKONOM! LINTAS KABUPATEN/KOTA 

DALAM WILAYAH PROVlNSI SULAWESI TENGGARA 

SALIN AN 



1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana 
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
2720); 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Sulawesi Tenggara {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lcrnbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6778); 
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Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 278); 
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 

Darat, Sungai/ Dan au, 
dan Udara (Berita Negara 

Penumpang Umum di 
Ferry/Penyeberangan, Laut 

dan Turan Wajib Dana 
Penumpang, Alat Angkutan 

tentang Besaran Santunan 
Pertanggung Wajib Kecelakaan 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2021 tenlang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6643); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nornor KM 57 Tahun 2006 
tentang Mekanisme Penetapan dan Forrnulasi Perhitungan 
Tarif A.ngkutan Pcnumpang Laut Dalam Negeri (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nornor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 
2013 ten tang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan 
Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
966); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 
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Pasal I 
Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 
Sulawesi Tenggara Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pcnetapan 
Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas 
Kabupaten /Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 
diubah, sehingga dibaca sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN: 
Menetapakan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 80 
TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LAUT 
PENUMPANG KELAS EKONOMI LINTAS KABUPATEN/KOTA 
DALAM WILAYAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA. 

7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); 

14. Peraturan Gubernur Sulawesi tenggara Nomor 80 Tahun 
2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Laut Penumpang 
Kelas Ekonomi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2014 Nomor 80) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nornor 13 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 
Sulawesi tenggara Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pcnetapan 
Tarif Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Lintas 
Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 
Nomor 13); 

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi 
Sulawesi Tenggara [Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2016 Nomor 66); 
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ttd 
ASRUN LIO 

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 92 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 30-12-2022 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA, 

ALI MAZI 

ttd 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 30-12-2022 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar 

PasaJ 11 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

No 'T'rayek/ Jarak Tarif Keterangan 
Lintas (Mill (Rp.) 

l Kendari - Raha 72 140.000 Sudah 
2 Kendari - Baubau 111 212.000 terrnasuk 
3 Kendari - Lanzara 30 106.000 Juran wajib - 4 Kendari - LansiwoJo 43 56.000 dana 
5 Kendari - Waode Buri 69 158.000 pertanggung 
6 Kendari - Wanci 115 228.000 wajib 
7 Raha - Baubau 39 106.000 Penumpang 
8 Baubau - Wanci 86 177.000 PT. Jasa 
9 Baubau - Kaledupa 109 189.000 Raharja 
10 Baubau - Tornia 137 212.000 
11 Baubau - Binonzko 152 212.000 
12 Baubau - Sikeli 72 121.000 
13 Baubau - Kasipute 71 175.000 
14 Baubau - Boepinana 76 106.000 
15 Baubau - Talaza 34 85.000 
16 Baubau - Batuatas 35 85.000 
17 Wanci - Waode Buri 46 160.000 
18 Wanci - Lasalimu 24 106.000 
19 W anci - Pasarwajo 44 156.000 

-5- 


